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GAMBARAN UMUM 

Dalam negara demokrasi, Keterbukaan Informasi Publik adalah 

wujud tanggungjawab dan bentuk transparansi Pemerintah terhadap 

masyarakat. Salah satu cerminan dari transparansi tersebut adalah 

dijaminnya hak warga negara untuk memperoleh informasi.  

Keterbukaan informasi sangat dibutuhkan dalam suatu 

pemerintahan, agar terciptanya hubungan baik antara pemerintah dan 

masyarakat. Keterbukaan Informasi pada sebuah lembaga akan 

mendorong kepercayaan publik terhadap kebijakan yang telah 

ditetapkan.  

Informasi publik merupakan informasi yang wajib diumumkan 

dan disebarluaskan. Tujuan utama keterbukaan informasi publik adalah 

memastikan bahwa lembaga publik akan lebih akuntabel dan kredibel 

dengan menyediakan informasi kepada masyarakat.  

Keberadaan informasi publik erat kaitannya dengan badan publik. 

Sebagai badan publik, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus 

mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang mudah, 

cepat, tepat dan sederhana. Merujuk dari hal tersebut, maka terbitlah 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang 

Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 

2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi 

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dalam rangka meningkatkan pelayanannya, PPID (Pejabat 

Pengelola Informasi dan Dokumentasi) KPU Kabupaten Kudus 

memberikan banyak akses untuk memudahkan permohon untuk 

memperolah informasi. Dalam melayani permohonan informasi yang 

masuk, PPID KPU Kabupaten Kudus selalu menindaklanjuti 

permohonan tersebut sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. 

Selain itu, koordinasi  antar sub bagian maupun antar divisi KPU dan 

melakukan evaluasi kegiatan selalu dilakukan oleh PPID Kabupaten 

Kudus. Meskipun telah memasuki tahapan, PPID KPU Kabupaten Kudus  
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tetap melakukan pelayanan sesuai ketentuan yang telah 

ditetapkan. 

Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Kudus dilakukan 

melalui Sub Bagian Parmas dan SDM KPU Kabupaten Kudus, yang 

beralamat di Jl. Ganesha Raya 4, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Kota, 

Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Beberapa akses pelayanan informasi 

publik yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kudus  adalah sebagai 

berikut : 
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Berikut adalah struktur PPID KPU Kabupaten Kudus yang di 

bentuk tahun 2024. Dalam struktur ini berlaku sebagai Pembina PPID 

adalah Ketua KPU Kabupaten Kudus, Tim Pertimbangan Pelayanan 

Informasi adalah Anggota KPU, kemudian Atasan PPID adalah Sekretaris 

dan Pejabat PPID adalah Kasubbag Parmas dan SDM. Sedangkan Tim 

Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi adalah Kasubbag dari 

setiap Subbagian. Dan Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi 

terdiri dari pelaksana di masing-masing Subbag1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 SK KPU Kudus Nomor : 785 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 Tentang 
Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus 
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Dengan sistem informasi Si Dasi, pengguna layanan dapat mengisi 

formulir online, mengunggah salinan identitas, dan memberikan rincian 

informasi yang dibutuhkan. Pada tahun 2025, jumlah permohonan 

informasi publik lewat aplikasi Si Dasi (Aplikasi Data dan Informasi) 

melalui website di KPU Kabupaten Kudus, surat, whatsup maupun 

datang langsung sebanyak 13 (tiga belas) Pemohon. Permohonan 

informasi tertinggi terdapat pada bulan Juli yaitu terdapat 3 (tiga) 

pengguna layanan.  

 

 Grafik Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2025 

menunjukkan bahwa sepanjang Tahun 2025, PPID KPU Kabupaten 

Kudus menerima sebanyak 13 permohonan informasi publik. 

Permohonan tersebut tersebar dalam 12 bulan, dengan jumlah tertinggi 

terjadi pada bulan Juli sebanyak 3 permohonan, sementara pada bulan 

Maret dan Agustus tidak terdapat permohonan informasi publik. 

Penyajian data ini merupakan bentuk komitmen PPID KPU Kabupaten 

Kudus dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dan 

transparansi layanan kepada masyarakat. 

INFOGRAFIS PERMOHONAN INFORMASI SELAMA 
TAHUN 2025 

Melalui website KPU Kabupaten 

Kudus  

kab-kudus.kpu.go.id 
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Berikut adalah rekapitulasi permohonan informasi tahun 2025 

berdasarkan akses pelayanan informasi : 

NO AKSES PELAYANAN INFORMASI 
JUMLAH 

PEMOHON 

1 Datang Langsung 11 

2 Melalui Email 0 

3 Melalui Telepon, Faximile Dan WhatsApp 1 

4 Melalui Surat 1 

5 Mengisi link Permohonan online :  

 a. E-PPID 
b. Si Dasi (Aplikasi Data dan Informasi) 

0 
0 

TOTAL 13 

Dalam menerima permohonan informasi, PPID KPU Kabupaten Kudus 

mempermudah pengguna layanan dengan memanfaatkan seluruh akses 

pelayanan informasi publik. Pengguna layanan dapat mendapatkan 

informasi dari KPU Kabupaten Kudus baik secara langsung maupun 

tidak. Kemudahan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Kudus 

diharapkan dapat mempermudah pengguna layanan dalam 

mendapatkan informasi yang dibutuhkan. 

Berikut adalah akses layanan informasi KPU Kabupaten Kudus : 
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 KPU Kabupaten Kudus terus berbenah merubah pola pelayanan 

data dan informasi dengan model pelayanan yang cepat dan mudah, 

melalui pelayanan data dan infomasi digital. Hal ini dilakukan dalam 

rangka upaya memenuhi kebutuhan pendokumentasian digital sebagai 

langkah untuk mempermudah dalam mencari dan mengakses dokumen 

disetiap saat.  

  Pemilu 2024 telah berlalu, yang menjadi sasaran permohonan 

adalah informasi terkait hasil Pemilu dan Pemilihan. Adanya inovasi 

yang dilakukan oleh PPID Kabupaten Kudus membuat pelayanan 

informasi semakin cepat dan mudah. KPU Kabupaten Kudus sebagai 

penyedia layanan juga terus mengupdate data pada website resmi KPU 

Kabupaten Kudus.     

Massa tahun politik, tidak hanya partai politik saja yang 

mengajukan permohonan informasti terkait kepemiluan. Ada beberapa 

pemohon dari kalangan swasta, kalangan mahasiswa dan permohonan 

informasi dari Instansi  TNI/Polri serta PNS.  

Jenis informasi yang diminta para pemohon pada tahun 2025 juga 

beragam. Terdapat 6 (enam) jenis permohonan informasi yang telah 

tercatat, dimana permohonan informasi terkait hasil Pemilu legislatif dan 

Pemilu Presiden mendominasi jenis permohonan informasi pada tahun 

2025. Tidak hanya itu, pada tahun 2025, pemohon informasi juga 

banyak mengajukan permohonan informasi terkait Daftar Pemilih Tetap 

(DPT) baik tahun Pemilu tahun 2019 maupun DPT Pemilu tahun 2024.  
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Berikut adalah 6 (enam) jenis permohonan yang diterima oleh PPID KPU 

Kabupaten Kudus : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meskipun berbagai informasi kepemiluan telah disediakan secara 

terbuka dan dapat diakses melalui laman resmi KPU Kabupaten Kudus, 

dalam praktiknya masih terdapat sejumlah pemohon informasi yang 

memilih untuk datang secara langsung ke kantor KPU Kabupaten 

Kudus. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat 

terhadap informasi kepemiluan tidak hanya terbatas pada ketersediaan 

data secara daring, tetapi juga pada kebutuhan akan penjelasan 

langsung, klarifikasi, serta interaksi tatap muka dengan petugas yang 

berwenang. 

Kehadiran pemohon secara langsung umumnya dilatarbelakangi 

oleh keinginan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 

mengenai aspek-aspek tertentu dari penyelenggaraan pemilu, seperti 

tahapan, regulasi, data kepemiluan, maupun mekanisme teknis lainnya. 

Dalam beberapa kasus, pemohon memerlukan penjelasan tambahan 

yang bersifat kontekstual dan aplikatif, yang dinilai lebih mudah 

dipahami melalui komunikasi langsung dibandingkan hanya melalui 

informasi tertulis di laman resmi. 
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Selain itu, faktor literasi digital dan preferensi masyarakat dalam 

mengakses layanan publik juga turut memengaruhi pilihan pemohon. 

Tidak semua pemohon memiliki kemudahan atau kebiasaan dalam 

mengakses informasi melalui media daring, sehingga layanan tatap 

muka masih menjadi alternatif yang dianggap lebih efektif dan 

meyakinkan. Kondisi ini menegaskan pentingnya peran layanan 

langsung sebagai pelengkap layanan informasi berbasis digital yang 

telah disediakan oleh KPU Kabupaten Kudus. 

Dengan demikian, meskipun pengelolaan dan penyediaan informasi 

kepemiluan secara daring terus dioptimalkan, KPU Kabupaten Kudus 

tetap perlu mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan 

informasi secara langsung. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan 

bahwa seluruh lapisan masyarakat, dengan beragam latar belakang dan 

kebutuhan, tetap memperoleh akses informasi kepemiluan secara adil, 

jelas, dan komprehensif, sejalan dengan prinsip keterbukaan informasi 

publik dan pelayanan prima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 

No Bulan 

Jumlah 

Permohonan 

Informasi 

Jumlah Permintaan yang 

diterima 

Waktu yang 

diperlukan dalam 

pemenuhan setiap 

permohonan 

informasi 

Alasan 

penolakan 

permintaan 

informasi 
On 

line 

Datang 

langsung 
Diterima Tolak Proses 

1 Januari 0 1 1 0 0 < 3 - 

2 Februari 0 1 1 0 0 < 3 - 

3 Maret 0 0 0 0 0 < 3 - 

4 April 0 1 1 0 0 < 3 - 

5 Mei 0 1 1 0 0 < 3 - 

6 Juni 0 1 1 0 0 < 3 - 

7 Juli 1 2 3 0 0 < 3 - 

8 Agustus 0 0 0 0 0 < 3 - 

9 September 0 1 1 0 0 < 3 - 

10 Oktober 0 2 2 0 0 < 3 - 

11 November 0 1 1 0 0 < 3 - 

12 Desember 0 1 1 0 0 < 3 - 

Jumlah 1 12 13 0 0  

  

REKAP AKSES 
LAYANAN INFORMASI 
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SENGKETA INFORMASI 

Sepanjang tahun 2025, KPU Kabupaten Kudus tidak pernah 

menghadapi sengketa informasi publik yang timbul dari permohonan 

informasi yang diajukan oleh masyarakat. Kondisi ini mencerminkan 

terselenggaranya layanan informasi yang transparan, responsif, dan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 

di bidang keterbukaan informasi publik. Seluruh permohonan informasi 

yang diterima, baik secara langsung maupun melalui mekanisme 

layanan lainnya, dapat dipenuhi secara tepat waktu dan proporsional 

sesuai dengan jenis serta klasifikasi informasi yang dimohonkan. 

Tidak adanya sengketa informasi juga menunjukkan bahwa proses 

pengelolaan dan pelayanan informasi di KPU Kabupaten Kudus telah 

berjalan secara tertib dan terstandar. Setiap permohonan informasi 

ditangani berdasarkan prosedur operasional standar (SOP) yang telah 

ditetapkan, mulai dari tahap penerimaan permohonan, verifikasi 

kelengkapan administrasi, penelaahan substansi informasi, hingga 

penyampaian informasi kepada pemohon. Dengan penerapan SOP 

tersebut, hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik dapat 

terpenuhi secara optimal, sekaligus menjaga akuntabilitas dan 

kepastian hukum bagi penyelenggara layanan. 

Bagi pemohon yang datang secara langsung ke kantor KPU 

Kabupaten Kudus untuk mengajukan permohonan informasi, layanan 

diberikan secara ramah, terbuka, dan profesional oleh petugas yang 

berwenang. Petugas PPID memberikan penjelasan yang jelas mengenai 

prosedur permohonan informasi, jangka waktu pelayanan, serta bentuk 

informasi yang dapat diberikan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Pelayanan tatap muka ini dilaksanakan dengan menjunjung tinggi 

prinsip kesederhanaan, kejelasan, dan kepastian, sehingga pemohon 

dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan tanpa hambatan yang 

berarti. 

Secara keseluruhan, pelaksanaan layanan permohonan informasi 

publik selama tahun 2025 menunjukkan komitmen KPU Kabupaten 

Kudus dalam mengedepankan keterbukaan informasi dan pelayanan 

publik yang berkualitas. Konsistensi dalam menerapkan SOP, 
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kepatuhan terhadap regulasi, serta sikap proaktif dalam melayani 

pemohon menjadi faktor utama yang mendukung terciptanya hubungan 

yang harmonis antara KPU Kabupaten Kudus dan masyarakat, sekaligus 

mencegah terjadinya sengketa informasi publik. 

 

KENDALA DALAM PENGELOAAN 

Pengelolaan PPID KPU Kabupaten Kudus pada tahun 2025 tidak 

menemui kendala yang berarti. Banyak pengguna layanan yang 

memanfaatkan media on line untuk berkomunikasi dengan PPID KPU 

Kabupaten Kudus. Pengguna layanan yang of line langsung ke kantor 

KPU Kabupaten Kudus juga telah diberikan kemudahan dan layanan 

tanpa biaya jika ingin mendapatkan salinan informasi dalam bentuk 

hardcopy.  

 

RENCANA TINDAK LANJUT 

Guna meningkatkan pelayanan informasi, KPU Kabupaten Kudus 

menerapkan beberapa strategi yang bisa di lakukan di tahun yang akan 

datang. Strategi tersebut  antara lain : 

 

 

 

 

 

 

 

Informasi terkait KPU Kudus juga dilihat di akun media sosial KPU 

Kabupaten Kudus : 

 

 

 

Bersinergi dengan Sub Bagian lain dalam 

menyediakan Informasi Publik 

 

Bersinergi dengan Sub Bagian lain dalam 

menyediakan Informasi Publik 

Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi 

secara cepat, mudah dan sederhana sesuai standar 

operasional pelayanan yang telah ditetapkan  

 

Memberikan pelayanan kepada pemohon informasi 

secara cepat, mudah dan sederhana sesuai standar 

operasioan pelayana yang telah ditetapkan  

Memanfaatkan secara penuh website dan media 

sosial KPU Kabupaten Kudus dalam pelayanan 

pemberian informasi publik 

 

 

CAPTURE MEDIA SOSIAL & WEBSITE 

KPUMemanfaatkan secara penuh website dan 

media sosial KPU Kabupaten Kudus dalam 

pelayanan pemberian informasi publik 

 

Meningkatkan sarana dan prasarana dalam 

pelayanan informasi dengan aksesibilitas dan 

ruangan pelayanan informasi 

 

 

CAPTURE MEDIA SOSIAL & WEBSITE 

KPUMemanfaatkan secara penuh website dan media 

sosial KPU Kabupaten Kudus dalam pelayanan 

pemberian informasi publik 
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PENUTUP 
 

Laporan tahunan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban 

sekaligus bahan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Pejabat Pengelola 

Informasi dan Dokumentasi (PPID) KPU Kabupaten Kudus dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang periode pelaporan. 

Melalui laporan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang 

komprehensif mengenai capaian, tantangan, serta langkah-langkah 

perbaikan yang telah dan akan dilakukan dalam rangka meningkatkan 

kualitas layanan informasi publik. 

Secara umum, penyelenggaraan layanan PPID KPU Kabupaten 

Kudus telah berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan harapan masyarakat. Namun demikian, KPU Kabupaten 

Kudus menyadari bahwa tuntutan terhadap pelayanan informasi publik 

yang cepat, akurat, dan transparan terus berkembang seiring dengan 

dinamika kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan 

kualitas pelayanan akan senantiasa dilakukan secara berkelanjutan, 

baik melalui penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan 

profesional, maupun melalui penyediaan serta optimalisasi sarana dan 

prasarana pendukung layanan informasi. 

Selain itu, KPU Kabupaten Kudus menegaskan komitmennya dalam 

menjaga dan memperkuat prinsip keterbukaan informasi publik. 

Komitmen tersebut diwujudkan melalui pemutakhiran informasi secara 

berkala pada situs web resmi instansi, sehingga masyarakat dapat 

dengan mudah mengakses informasi yang akurat, terkini, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

 

Kudus,    Januari 2026 

Ketua 

 

 

Ahmad Amir Faisol 
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